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Kalimat definisi tanpa sumber yang disertai dengan tesk pembanding 

 
No Kalimat definisi skripsi Teks Pembanding 

1. 

“Pengertian tindak pidana yang 
dipahami selama ini merupakan 
kreasi teoritis para ahli hukum. 
Para ahli hukum pidana umumnya 
masih memasukkan kesalahan. 
Demikian pula didefinisikan oleh 
Simon dan Van Hamel. Dua ahli 
hukum pidana Belanda tersebut 
memiliki pandangan … ”  (Har, 
2016: 17) 

“Pengertian tindak pidana yang 
dipahami selama ini merupakan 
kreasi teoritis para ahli hokum. Para 
ahli hukum pidana umumnya masih 
memasukkan kesalahan. Demikian 
pula didefinisikan oleh Simon dan 
Van Hamel. …” 
(http://repository.umy.ac.id/) 

2. 

“Simon mengatakan bahwa 
strafbaarfeit adalah kelakuan yang 
diancam dengan pidana, bersifat 
melawan hukum, dan berhubungan 
dengan kesalahan yang dilakukan 
oleh orang yang mampu 
bertanggung jawab.” (Har, 2016: 
17) 

Menurut Simon mengatakan bahwa 
strafbarfeit itu adalah kelakuan yang 
diancam dengan pidana, bersifat 
melawan hokum, dan berhubungan 
dengan kesalahan yang dilakukan 
oleh orang yang mampu bertanggung 
jawab12 .” 
(http://repository.umy.ac.id/) 

3. 

“Simon maupun Van Hamel 
memasukkan kesalahan dalam 
pengertian tindak pidana. 
“Berhubung dengan kesalahan, 
ataupun dilakukan dengan 

“Keduanya masih memasukkan 
kesalahan dalam pengertian tindak 
pidana berhubungan dengan 
kesalahan ataupun dilakukan dengan 
kesalahan merupakan frasa yang 

Gambar  42 Daftar pustaka skripsi Ru Gambar  43 Daftar pustaka skripsi Ru 
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kesalahan, merupakan frasa yang 
memebri pertanda, bahwa bagi 
beliau suatu perbuatan merupakan 
tindak pidana jika di dalamnya juga 
dirumuskan tentang kesalahan.” 
(Har, 2016: 19) 

memberi pertanda bahwa bagi mereka 
suatu perbuatan merupakan tindak 
pidana jika didalamnya juga 
dirumuskan tentang kesalahan.” 
(http://repository.umy.ac.id/) 
 
 

4. 

“Sedangkan menurut 
Schaffmeister mengatakan bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan 
manusia yang termasuk ruang 
lingkup rumusan delik, bersifat 
melawan hokum dan dapat dicela. 
Dalam hal ini, sekalipun tidak 
menggunakan istilah kesalahan, 
namun data dicela umumnya telah 
dapat dipahami sebagai makna 
kesalahan.” (Har, 2016: 19) 

“Sementara itu schaffmeister 
mengatakan bahwa perbuatan pidana 
adalah perbuatan manusia yang 
termasuk ruang lingkup rumusan 
delik, bersifat melawan hokum dan 
dapat dicela14 dalam hal ini juga 
menggunakan istilah kesalahan 
namun dapat dicela umumnya telah 
dipahami sebagai makna kesalahan.” 
(http://repository.umy.ac.id/) 

5. 

“Kejahatan tanpa korban biasanya 
bercirikan hubungan antara pelaku 
dan korban yang tidak kelihatan 
akibatnya. Tidak ada sasaran 
korban, sebab semua pihak adalah 
terlibat dan termasuk dalam 
kejahatan tersebut. Ia menjadi 
pelaku dan korban sekaligus.” 
(Har, 2016: 38) 

“Kejahatan tanpa korban biasanya 
bercirikan hubungan antara pelaku 
dan korban yang tidak kelihatan 
akibatnya. Tidak ada sasaran korban, 
sebab semua pihak adalah terlibat dan 
termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia 
menjadi pelaku dan korban 
sekaligus.” 
(http://repository.uin-suska.ac.id) 

6.  

“Istilah kejahatan tanpa korban 
(Victimless Crime) ini sebetulnya 
tidak tepat, karena semua 
perbuatan yang masuk ruang 
lingkup kejahatan pasti 
mempunyai korban atau dampak 
baik langsung maupun tidak 
langsung, atau dalam bahasa 
agamanya perubahan – perubahan 
yang dilakukan ini lebih banyak 
mudharatnya dari pada 
manfaatnya.” (Har, 2016: 38) 

“Namun demikian, jika di kaji secara 
mendalam istilah kejahatan tanpa 
korban (Victimless Crime) ini 
sebetulnya tidak tepat, karena semua 
perbuatan yang masuk ruang lingkup 
kejahatan pasti mempunyai korban 
atau dampak baik langsung maupun 
tidak langsung, atau dalam bahasa 
agamanya perubahan – perubahan 
yang dilakukan ini lebih banyak 
mudharatnya dari pada manfaatnya.”  
(http://repository.uin-suska.ac.id) 

7.  

“Oleh karena itu, kejahatan ini 
lebih tepat disebut sebagai 
kejahatan yang disepakati 
(Concensual Crimes).” (Har, 2016: 
38) 

“Oleh karena itu, kejahatan ini lebih 
tepat disebut sebagai kejahatan yang 
disepakati (Concensual Crimes)37.” 
(http://repository.uin-suska.ac.id) 

8. 

“Kejahatan tanpa korban ini adalah 
kejahatan yang grafiknya 
meningkat karena terlibatnya 
lembaga dan kelompok tertentu, 

“Kejahatan tanpa korban ini adalah 
kejahatan yang grafiknya meningkat 
karena terlibatnya lembaga dan 
kelompok tertentu, misalnya polisi, 
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misalnya polisi, jaksa, pengadilan, 
bea cukai, imigrasi, lembaga, 
professional, dan lain sebagainya.” 
(Har, 2016: 39) 

jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, 
lembaga, professional, dan lain 
sebagainya.” 
(http://repository.uin-suska.ac.id) 

9. 

“Kata efektif berasal dari bahasa 
inggris effective yang berarti 
berhasil atau sesuatu yang 
dilakukan berhasil dengan baik. 
Kamus ilmiyah populer 
mendefenisikan efektivitas sebagai 
ketepatan kegunaan, hasil guna 
atau menunjang tujuan.” (Sur, 
2016: 7) 

“Kata efektif berasal dari bahasa 
inggris effective yang berarti berhasil 
atau sesuatu yang dilakukan berhasil 
dengan baik. Kamus ilmiyah populer 
mendefenisikan efektivitas sebagai 
ketepatan kegunaan, hasil guna atau 
menunjang tujuan.” 
(http://repository.uin-suska.ac.id) 

10. 

“Efektivitas merupakan unsur 
pokok untuk mencapai tujuan atau 
sasaran yang telah ditentukan 
didalam setiap organisasi, kegiatan 
ataupun progaram. Disebut efektif 
apabila tercapai tujuan ataupun 
sasaran seperti yang telah 
ditentukan. Hal ini sesuai dengan 
pendapat H. Emerson yang dikutip 
Soewarno Handayaningrat, yang 
menyatakan bahwa “Efektivitas 
adalah pengukuran dalam arti 
tercapainya tujuan yang telah 
ditentukan sebelumnya.” (Sur, 
2016: 7) 

“Efektivitas merupakan unsur pokok 
untuk mencapai tujuan atau sasaran 
yang telah ditentukan didalam setiap 
organisasi, kegiatan ataupun 
progaram. Disebut efektif apabila 
tercapai tujuan ataupun sasaran 
seperti yang telah ditentukan. Hal ini 
sesuai dengan pendapat H. Emerson 
yang dikutip Soewarno 
Handayaningrat, yang menyatakan 
bahwa “Efektivitas adalah 
pengukuran dalam arti tercapainya 
tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya.”   (http://repository.uin-
suska.ac.id) 

11. 

“Kedekatan hubungan antara 
lawan jenis (laki-laki dengan 
perempuan yang bukan isterinya 
atau bukan muhrimnya) 
merupakan faktor yang cukup 
berpengaruh terhadap terjadinya 
perkosaan. Pihak pelaku memang 
bersalah, namun kesalahan yang 
diperbuat itu bisa disebabkan oleh 
kesalahan-kesalahan yang secara 
tidak langsung diperbuat oleh 
korban. Pelaku memanfaatkan 
kelengahan, kelemahan dan 
barangkali kesalahan korban yang 
secara langsung maupun tidak 
perilakunya telah mendorong 
pelaku berbuat jahat.”  (Sur, 2016: 
29) 

“Kedekatan hubungan antara lawan 
jenis (laki-laki dengan perempuan 
yang bukan isterinya atau bukan 
muhrimnya) merupakan faktor yang 
cukup berpengaruh terhadap 
terjadinya perkosaan. Pihak pelaku 
memang bersalah, namun kesalahan 
yang diperbuat itu bisa disebabkan 
oleh kesalahan-kesalahan yang secara 
tidak langsung diperbuat oleh korban. 
Pelaku memanfaatkan kelengahan, 
kelemahan dan barangkali kesalahan 
korban yang secara langsung maupun 
tidak perilakunya telah mendorong 
pelaku berbuat jahat.”  (Supriyanto, 
2015: 162) 

12. “Sanksi pidana pada dasarnya 
merupakan suatu penjamin untuk 

“Sanksi pidana pada dasarnya 
merupakan suatu penjamin untuk 
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merehabilitasi perilaku dari pelaku 
kejahatan tersebut, namun tidak 
jarang bahwa sanksi pidana 
diciptakan sebagai suatu ancaman 
dari kebebasan manusia itu 
sendiri.”  (Sur, 2016: 34) 

merehabilitasi perilaku dari pelaku 
kejahatan tersebut, namun tidak 
jarang bahwa sanksi pidana 
diciptakan sebagai suatu ancaman 
dari kebebasan manusia itu sendiri.”  
(http://e-journal.uajy.ac.id) 

13. 

“Pidana adalah penderitaan yang 
sengaja dibebankan kepada orang 
yang melakukan perbuatan yang 
memenuhi syarat-syarat tertentu.”  
(Sur, 2016: 34) 

“Pidana adalah penderitaan yang 
sengaja dibebankan kepada orang 
yang melakukan perbuatan yang 
memenuhi syarat-syarat tertentu.”  
(http://e-journal.uajy.ac.id) definisi di 
atas merupakan definisi Sudarto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


